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PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 9? TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Mengingat :

Mengingat :

-y

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Gubernur
berwenang melakukan pengendalian pembangunan daerah
Provinsi, Kabupaten/Kota dan antar Kabupaten/Kota yang
meliputi  kebijakan dan  pelaksanaan  hasil evaluasi
pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Provinsi
Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan . Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663); %



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1332);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENGENDALIAN DAN

EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

e B

10.

11.

12,

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Walikota adalah Walikota Kupang.

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan
sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki
hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat
kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur
dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
Instansi Vertikal adalah Perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah
nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan
kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi. 4}
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Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah
otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada
Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Dirjen
adalah Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah pada Kementerian Dalam
Degeri Republik Indonesia.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah
lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang
selanjutnya  disingkat Bappelitbangda adalah Badan  Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur. *

Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung
mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota,
Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI),
Kejaksaan, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat,
Tokoh Masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota/Desa, pengusaha/investor,
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa,
dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan
termajinalkan.

Lembaga Mitra adalah LSM/NGO, Yayasan, Lembaga Internasional dan lain-lain
yang bermitra dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan
di wilayah tertentu.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan
sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di
dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada,
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan
wilayah /daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses
pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk
memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat
RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan
jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk
masa 20 tahun ke depan. %
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat
RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang
penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat strategi pembangunan
Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas
Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka
ekonomi makro yang mencangkup gambaran perekonomian secara menyeluruh
termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RPK adalah rencana
pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan
nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program
kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk
kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala
Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun rencana.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra
PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah
dokumen perencanaan perangkat untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil
perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan
kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota ke
dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana Kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi dan program prioritas Presiden
dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye,
dan mempertimbangkan hal penting lainnya.

Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai
program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya
meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga
pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. ’y«
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Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk
mencapai sasaran RPJMD.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah
Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran
sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian
kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk
keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari
serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat
terwujud.

Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada
penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan
undang-undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat
APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi yang
ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya
disingkat APBD Kabupaten/Kota adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah
Otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada
Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan SKPD dan K/L serta rencana pembiayaan serta
prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya
disingkat DIPA K/L adalah dokumen yang disusun oleh Pengguna Anggaran
berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang
telah disetujui oleh DPR-RI dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai
rincian APBN, dan disahkan oleh Menteri Keuangan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 4}




53. Aplikasi E-Monev Performance adalah aplikasi yang digunakan dalam melakukan
pengendalian dan evaluasi kinerja fisik dan anggaran pelaksanaan program dan
kegiatan yang dilaksanakan dari masing-masing PD lingkup Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur, yang diinisiasi oelh Bappelitbangda Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

54. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai:

a. pedoman bagi pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota serta
Lembaga Mitra dan seluruh unsur pelaku pembangunan dalam menyusun dan
melaksanakan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan
keuangan untuk memastikan tercapainya prioritas daerah melalui indikator dan
target pembangunan daerah dalam RPJMD; dan

b. mengidentifikasi program dan kegiatan yang bersumber dari APBN dalam
mendukung pencapaian prioritas daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan:
a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD
Kabupaten/Kota maupun Lembaga Mitra;
konsistensi antara program pada RPJMD dan program pada RKPD;

c. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang
telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a. pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Provinsi dan antar
Kabupaten/Kota dalam Provinsi; dan

b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;

Bagian Keempat
Prinsip Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota

Pasal 6

Prinsip kewenangan dan tanggung jawab pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota,

meliputi:

a. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di Provinsi dan
wilayah kerja Gubernur dan Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan
pemerintahan umum di Provinsi, serta melakukan pengendalian dan evaluasi

i terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi, Kabupaten/Kota
| dan antar Kabupaten/Kota; fy;

\



b. Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan
pembangunan daerah lingkup Kabupaten/Kota; dan
c. Kepala PD dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan bertanggungjawab

bersama terhadap Program pembangunan yang sifatnya prioritas atau yang
didahulukan.

BAB II
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP PROVINSI
DAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan
Daerah Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota
Dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
lingkup Provinsi dan antar Kabupaten/Kota dilakukan terhadap:

a. kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang;

b. kebijakan perencanaan jangka menengah; dan

c. kebijakan perencanaan tahunan daerah.

Paragraf 1
Pengendalian dan Evaluasi
Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi

Pasal 8

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah
Provinsi mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan
pembangunan jangka panjang daerah Provinsi.

Pasal 9

(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan melalui
pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal RPJPD
dan RKPD sampai dengan penetapan peraturan daerah.

(2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat
menjamin perumusan:

a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang
daerah Provinsi yang selaras dengan visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran
pokok pembangunan jangka panjang nasional;

b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi yang selaras
dengan arah dan kebijakan RTRW Provinsi;

c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi yang selaras
dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi

lainnya; %



(4)

(5

d. RPJPD memperhatikan RTRW provinsi lainnya,

e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah Provinsi yang selaras dengan
prioritas pembangunan jangka panjang nasional;

f. penahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah Provinsi
sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan

g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD.

Hasil dari pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan

perencanaan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi, telah berpedoman

pada RPJPN dan RTRW Nasional serta memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi

lainnya.

Pasal 10

Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap
perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah
Provinsi.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala
Bappelitbangda melakukan tindakan penyempurnaan.

Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri melalui Dirjen untuk dievaluasi.

Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
merupakan lampiran surat permohonan evaluasi kepada Menteri melalui Dirjen.

Paragraf 2
Pengendalian dan Evaluasi
Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Antar Kabupaten/Kota

Pasal 11

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah
antar Kabupaten/Kota mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan

arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

(1)

(2)

Pasal 12

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan melalui
pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal RPJPD
Kabupaten/Kota sampai dengan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat
menjamin perumusan:

a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang
daerah Kabupaten/Kota yang selaras dengan visi, misi, arah, tahapan,
sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah Provinsi
dan nasional; %



(3)

(1)

(2)

(4)

b.arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/Kota
yang selaras dengan arah dan kebijakan RTRW antar Kabupaten/Kota
masing-masing;

c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah yang selaras
dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah
Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi,

d. RPJPD yang selaras dengan RTRW Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi;

e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/Kota yang selaras
dengan prioritas pembangunan jangka panjang daerah Provinsi dan nasional;

f. penahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah
Kabupaten/Kota yang sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional,
dan

g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD
Kabupaten /Kota.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan perencanaan
pembangunan jangka panjang daerah antar Kabupaten/Kota telah berpedoman
pada RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota masing-masing serta memperhatikan
RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 13

Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah
antar Kabupaten /Kota.

Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan
jangka panjang daerah antar Kabupaten/Kota menggunakan hasil pengendalian
dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang
daerah lingkup Kabupaten/Kota terkait.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda menyampaikan rekomendasi dan
catatan penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota.
Bupati/Walikota menyampaikan hasil tindak lanjut rekomendasi dan catatan
penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui
Kepala Bappelitbangda.

Paragraf 3
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Pasal 14

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah
daerah Provinsi mencakup kebijakan perencanaan strategis PD dan RPJMD Provinsi. ¢
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Pasal 15

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis PD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan
kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran
dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan
dan sasaran RPJMD Provinsi.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui

pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai

dengan penetapan Renstra PD.

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat

menjamin perumusan:

a. visi dan misi PD yang berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka
menengah daerah Provinsi;

b. strategi dan kebijakan PD yang berpedoman pada strategi dan arah kebijakan
pembangunan jangka menengah daerah Provinsi;

c. rencana program dan kegiatan PD yang berpedoman pada kebijakan umum
dan program pembangunan serta program prioritas jangka menengah daerah
serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;

d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD yang
berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan
pendanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi;

e. indikator kinerja PD yang berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan
jangka menengah daerah Provinsi; dan

f. penahapan pelaksanaan program PD, sesuai dengan penahapan pelaksanaan
program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan

perencanaan strategis PD telah berpedoman pada RPJMD Provinsi.

Pasal 16

Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan
perencanaan strategis PD.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Kepala PD melakukan penyempurnaan.

Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda.

Pasal 17

Kepala Bappelitbangda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

Dalam hal evaluasi dari hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala
Bappelitbangda menyampaikan rekomendasi dan catatan penyempurnaan untuk
ditindaklanjuti oleh Kepala PD. 4‘/‘
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Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut penyempurnaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappelitbangda.

Pasal 18

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka
menengah daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mencakup
perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan
program serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan
pendanaan dan indikator kinerja daerah Provinsi.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui

pemantauan dan supervisi sejak tahap penyusunan rancangan awal RPJMD

Provinsi sampai dengan ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat

menjamin perumusan:

a.visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan
jangka menengah daerah Provinsi yang selaras dengan visi, misi, arah dan
kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi serta pemanfaatan
struktur dan pola ruang Provinsi;

b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan
jangka menengah daerah Provinsi yang selaras dengan arah, kebijakan umum,
serta prioritas pembangunan nasional dan arah, kebijakan dan prioritas untuk
bidang pembangunan serta pembangunan kewilayahan nasional sesuai
dengan RPJMN, sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah
Provinsi;

c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah
Provinsi yang selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah provinsi
lainnya;

d. program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi yang selaras dengan
pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah provinsi lainnya,;

e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi
mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah
daerah Provinsi; dan

f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD Provinsi.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan

perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi telah berpedoman
pada RPJPD dan RTRW Provinsi serta memperhatikan RTRW provinsi lainnya.

Pasal 19
Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan
perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi.
Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Kepala Bappelitbangda melakukan penyempurnaan.
Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur. %
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Gubernur menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri melalui Dirjen untuk keperluan
konsultasi.

Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan
sebagai lampiran dari surat permohonan konsultasi kepada Menteri melalui
Dirjen.

Paragraf 4
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Antar Kabupaten/Kota

Pasal 20

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah
daerah antar Kabupaten/Kota mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan
arah kebijakan, kebijakan umum- dan program serta indikasi rencana program
prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan indikator kinerja daerah
Kabupaten /Kota.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui

pemantauan dan supervisi sejak tahap penyusunan rancangan awal RPJMD

Kabupaten/Kota sampai dengan ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat

menjamin perumusan:

a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan
jangka menengah daerah Kabupaten/Kota yang selaras dengan visi, misi,
arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi serta
pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah Kabupaten/Kota;

b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan
jangka menengah daerah Kabupaten/Kota yang selaras dengan arah,
kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional serta arah, kebijakan
dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan dan pembangunan
kewilayahan dalam RPJMD Provinsi sesuai dengan kewenangan, kondisi dan
karakteristik daerah;

c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah
Kabupaten/Kota yang selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah
kabupaten/kota lainnya,;

d. program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota yang
selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah kabupaten/kota
lainnya;

e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah
Kabupaten/Kota yang mengarah pada pencapaian visi dan misi
pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota; dan

f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan

perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota telah
berpedoman pada RPJPD, RPJMD serta RTRW Provinsi dan memperhatikan

RTRW kabupaten/kota lainnya. 49



Pasal 19

(1) Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah
daerah antar Kabupaten/Kota.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota tahun berkenaan.

(3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda menyampaikan rekomendasi dan
catatan penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota.

(4) Bupati/Walikota menyampaikan hasil tindak lanjut penyempurnaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Kepala
Bappelitbangda.

Paragraf 5
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Provinsi

Pasal 20

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah
Provinsi, mencakup perumusan kebijakan Renja PD dan kebijakan RKPD Provinsi.

Pasal 21

(1) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan Renja PD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20, mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD.

(2) Pengendalian terhadap perumusan kebijakan Renja PD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap
penyusunan rancangan sampai dengan Renja PD ditetapkan.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat
menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan pendanaan indikatif dalam Renja PD
berpedoman pada rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan
tahunan daerah dalam RKPD serta selaras dengan Renstra PD.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan
Renja PD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra PD.

Pasal 22

(1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan
penyusunan Renja PD.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Kepala PD melakukan tindakan penyempurnaan. 4}



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan
perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala
Bappelitbangda.

Pasal 23

Kepala Bappelitbangda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi
perumusan kebijakan penyusunan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (1).

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala
Bappelitbangda menyampaikan rekomendasi dan catatan penyempurnaan untuk
ditindaklanjuti oleh Kepala PD.

Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kepada Kepala Bappelitbangda.

Pasal 24

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah
Provinsi, mencakup perumusan prioritas dan sasaran serta rencana program,
lokasi dan kegiatan prioritas Provinsi.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui

pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal RKPD

Provinsi sampai dengan ditetapkan menjadi peraturan Gubernur.

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat

menjamin perumusan:

a. sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD Provinsi
yang sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam
RPJMD Provinsi;

b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD Provinsi yang
sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam
RPJMD Provinsi;

c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD Provinsi yang
sesuai dengan prioritas pembangunan nasional terutama program/kegiatan
yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah provinsi atau lebih, maupun
pada wilayah perbatasan antar provinsi/negara;

d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD
Provinsi, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah
daerah Provinsi, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan nasional,
dan

e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Provinsi.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan
RKPD telah berpedoman pada RPJMD Provinsi dan mengacu pada RKP. @



Pasal 25

(1) Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah Provinsi.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Kepala Bappelitbangda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil evaluasi perumusan kebijakan
pembangunan tahunan daerah Provinsi kepada Gubernur.

Paragraf 6
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap
Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Antar Kabupaten/Kota

Pasal 26

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antar
Kabupaten/Kota mencakup perumusan prioritas dan sasaran, serta rencana program
dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 27

(1) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan
rancangan awal sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan
Peraturan Bupati/Walikota.

(2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat
menjamin perumusan:

a. sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD
Kabupaten/Kota yang sesuai dengan program pembangunan daerah yang
ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten/Kota masing-masing;

b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD
Kabupaten/Kota masing-masing yang sesuai dengan indikasi rencana program
prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten/Kota masing-masing;

c. rencana program dan Kkegiatan prioritas dalam menyusun RKPD
Kabupaten/Kota yang sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama
program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah Daerah
Kabupaten/Kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar
Kabupaten/Kota;

d. rencana program dan Kkegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD
Kabupaten/Kota, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka
menengah daerah antar Kabupaten/Kota, serta pencapaian sasaran
pembangunan tahunan provinsi; dan

e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Kabupaten/Kota.

(3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan
RKPD antar Kabupaten/Kota telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota
masing-masing dan mengacu pada RKPD. 7*9




Pasal 28

(1) Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah antar
Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda menyampaikan rekomendasi dan
catatan penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota.

(3) Bupati/Walikota menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah Lingkup Provinsi dan Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi

Pasal 29

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Provinsi dan antar Kabupaten/Kota dilakukan terhadap:

a. pelaksanaan perencanaan pembangunan jangka panjang;

b. pelaksanaan perencanaan jangka menengah; dan

c. pelaksanaan perencanaan tahunan daerah.

Paragraf 1
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi

Pasal 30

Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD Provinsi mencakup pelaksanaan sasaran
pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan
jangka panjang daerah Provinsi.

Pasal 31

(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui
pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD Provinsi.

(2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan visi, misi, sasaran pokok dan
arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi telah dilaksanakan
sesuai RPJMD Provinsi.

Pasal 32

(1) Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJPD Provinsi. 2



(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Kepala Bappelitbangda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJPD Provinsi kepada Gubernur.

Paragraf 2
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Antar Kabupaten/Kota

Pasal 33

Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD antar Kabupaten/Kota mencakup
pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan
mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah masing-masing
Kabupaten /Kota.

Pasal 34

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD antar Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan melalui pemantauan dan supervisi
pelaksanaan RPJPD antar Kabupaten/Kota.

(2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat
menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang
daerah Kabupaten/Kota telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi,
misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten /Kota.

(3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok
arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/Kota telah
dilaksanakan melalui RPJMD Kabupaten/Kota masing-masing.

Pasal 35

(1) Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD antar Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda menyampaikan rekomendasi dan
catatan penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota.

(3) Bupati/Walikota menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda.

Paragraf 3
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Pasal 36
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi mencakup
pelaksanaan Renstra PD dan RPJMD Provinsi.%



Pasal 37

Pengendalian pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,
mencakup indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran,
pendanaan indikatif serta tujuan dan sasaran Renstra PD.

(1)

(2)

3)

(1)
(2)

)

(1)

(2)

(3)

Pasal 38

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilakukan melalui

pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra PD.

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat

menjamin:

a. dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan,
dana indikatif dan prakiraan maju Renja PD sudah berpedoman pada indikator
kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan
indikatif Renstra PD; dan

b. tujuan dan sasaran Renstra PD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran
Renja PD.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja PD,

rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta tujuan
dan sasaran Renstra PD telah dilaksanakan sesuai Renja PD.

Pasal 39

Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD.
Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD
kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda.

Pasal 40

Kepala Bappelitbangda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) sebagai
bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi.

Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3)
ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappelitbangda
menyampaikan rekomendasi dan catatan penyempurnaan untuk ditindaklanjuti
oleh Kepala PD.

Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Kepala
Bappelitbangda.

Pasal 41

Pengendalian pelaksanaan RPJMD Provinsi mencakup program pembangunan daerah

dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. %




(1)

(2)

(1)

(3)

Pasal 42

Pengendalian pelaksanaan RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41, dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD Provinsi.
Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat
menjamin:

a. program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi telah dipedomani
dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah
Provinsi; dan

b.indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
pembangunan jangka menengah daerah Provinsi telah dijabarkan kedalam
rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah
Provinsi.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan

daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan
pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui

RKPD Provinsi.

Pasal 43

Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJMD Provinsi.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Kepala Bappelitbangda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan
kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi kepada
Gubernur.

Paragraf 4
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Antar Kabupaten/Kota

Pasal 44

Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD antar Kabupaten/Kota mencakup
program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai

kebutuhan pendanaan.

(1)

(2)

Pasal 45

Pengendalian pelaksanaan RPJMD antar Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan melalui pemantauan dan supervisi

pelaksanaan RPJMD antar Kabupaten/Kota.

Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat

menjamin:

a. program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota telah
dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan
daerah Kabupaten/Kota; dan %




(1)

(2)

b.indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
pembangunan jangka menengah daerah Provinsi, telah dijabarkan ke dalam
rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah
Kabupaten/Kota.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan

dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan

pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota telah dilaksanakan

melalui RKPD Kabupaten/Kota.

Pasal 46

Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda menyampaikan rekomendasi dan
catatan penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota.
Bupati/Walikota menyampaikan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda.

Paragraf 5
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perencanaan

Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi

Pasal 47

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup Renja PD dan RKPD
Kabupaten /Kota.

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 48

Pengendalian pelaksanaan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,
mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan
indikator kinerja serta kelompok sasaran.

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui
pemantauan dan supervisi penyusunan RKA PD.

Pasal 49

Pemantauan dan supervisi penyusunan RKA PD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (2), dilakukan untuk menjamin agar program dan kegiatan, lokasi,
pagu indikatif dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun
ke dalam RKA PD.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan,
lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA PD telah sesuai dengan Renja

PD. 0}



Pasal 50

(1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala PD menyampaikan laporan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda.

Pasal 51

(1) Kepala Bappelitbangda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan
dan supervisi pelaksanaan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat
(3).

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala
Bappelitbangda menyampaikan rekomendasi dan catatan penyempurnaan Renja
PD untuk ditindaklanjuti oleh kepala PD.

(3) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut catatan penyempurnaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur melalui Kepala
Bappelitbangda.

Pasal 52

Pengendalian pelaksanaan RKPD Provinsi mencakup sasaran dan prioritas
pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta
pagu indikatif.

Pasal 53

(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilakukan melalui
pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD Provinsi.

(2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat
menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program
dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD
dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD Provinsi.

(3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas
pembangunan tahunan daerah Provinsi, rencana program dan kegiatan prioritas
daerah Provinsi, serta pagu indikatif telah diatur dalam rancangan KUA, PPAS
dan APBD Provinsi.

Pasal 54

(1) Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD
Provinsi.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Kepala Bappelitbangda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. ‘g'



3)

Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

Paragraf 6
Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Tahunan Daerah Antar Kabupaten/Kota

Pasal 55

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD antar Kabupaten/Kota, mencakup sasaran
dan prioritas pembangunan tahunan daerah serta rencana program dan kegiatan
prioritas daerah, lokasi serta pagu indikatif.

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 56

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dilakukan melalui
pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD antar Kabupaten/Kota.
Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat
menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah serta rencana
program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten/Kota, lokasi, serta pagu
indikatif dijadikan pedoman penyusunan KUA dan PPAS serta APBD
Kabupaten/Kota masing-masing.

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas
pembangunan tahunan daerah Kabupaten/Kota serta rencana program dan
kegiatan prioritas daerah Kabupaten/Kota, lokasi, serta pagu indikatif telah
disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 57

Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD
antar Kabupaten/Kota.

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud
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